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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 47/PMK.01/2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa  untuk  melaksanakan  pengelolaan Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional, telah dibentuk
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan;

bahwa untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban antargenerasi telah ditetapkan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana
Abadi Pendidikan;

bahwa untuk melaksanakan kebijakan yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana
Abadi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
terhadap organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola
Dana Pendidikan selaku pengelola dana abadi pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan

pengaturan kembali;
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Mengingat

bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, telah mendapatkan persetujuan Dewan
Penyantun dan persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat
Nomor: B/604/M.KT.01/2019 tanggal 15 Juli 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana

Pendidikan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana
Abadi Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 32);

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010

tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan,
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dan Pertanggungjawaban Endowment Fund dan Dana
Cadangan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 643);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI

DAN

TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA  DANA

PENDIDIKAN.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan merupakan satuan
kerja non Eselon pada Kementerian Keuangan yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan
umum dan mengelola Dana Abadi Pendidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
melalui Sekretaris Jenderal.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dipimpin oleh

Direktur Utama.

Pasal 2

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan dana abadi (endowment fund)
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pendidikan yang bersumber dari Dana Pengembangan
Pendidikan Nasional, pendapatan investasi, dan/atau sumber
lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program
pendidikan bagi generasi berikutnya sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun, Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara, dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan di bidang
investasi;

b. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan beasiswa;

c. perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan fasilitasi
pendanaan riset;

d. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan;

e. pelaksanaan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan; dan

f.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Keuangan.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan terdiri atas:
a. Direktur Keuangan dan Umum;
b. Direktur Investasi;

Direktur Beasiswa;

B oo

Direktur Fasilitasi Riset; dan

€. Satuan Pemeriksaan Intern.
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BAB III
DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM

Pasal 5
Direktur Keuangan dan Umum mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan,
dan pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada
seluruh unsur organisasi di lingkungan Lembaga Pengelola

Dana Pendidikan.

Pasal 6

Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam  Pasal 5, Direktur Keuangan dan Umum

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan penyusunan rencana strategis dan rencana
bisnis dan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan
pelaporan;

b. pengelolaan urusan organisasi, tata laksana, sumber
daya manusia, dan teknologi informasi;

c. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan
pengelolaan barang milik negara;

d. penyiapan penyusunan peraturan dan pertimbangan
hukum serta pengelolaan komunikasi dan layanan
informasi; dan

e. penyiapan pelaksanaan pemantauan kepatuhan internal

dan pengelolaan manajemen risiko.

Pasal 7
Direktur Keuangan dan Umum terdiri atas:
a. Divisi Keuangan;
b. Divisi Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Teknologi
Informasi;
c. Divisi Hukum dan Komunikasi; dan

Divisi Kepatuhan Internal dan Manajemen Risiko.



